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MOTTO 

 

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” 

(QS. Ar-Ruum: 60) 

 

“Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, tetapi kamu bisa 

menciptakannya” 

“Mungkin ini terlihat mustahil, tapi diri ini masih percaya dengan kata 

(siapapun bisa jadi apapun)” 
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ABSTRAK 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Perspektif Fiqh 
Siyasah (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu 

Tengah) 

Oleh: Nofri Yoga Syaputra 
NIM: 2011150077. 

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) 
Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak pada 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah?, (2) 
Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 
Penertiban Ternak?. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai 
oleh peneliti adalah (1) Mendeskripsikan Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 
Penertiban Ternak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Bengkulu Tengah (2) Mendeskripsikan Tinjauan Fiqh Siyasah 
Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan 
sumber bahan primer diproleh dari wawancara langsung dari 
sumbernya yaitu:  2 responden anggota Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Bengkulu Tengah, Pemerintah Desa Pulau Panggung, 6 
responden pemilik ternak. Untuk bahan sekundernya diperoleh 
dari sumber yang sudah ada seperti buku, skripsi, jurnal dan data-
data lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Hasil 
penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 
Penertiban Ternak pada Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu 
Tengah belum terimplementasi sebagaimana mestinya, baru 
terimplementasi sampai Sosialisasi dan menerima aduan dari 
masyarakat, dimana sosialisasi ini juga belum berjalan secara 
maksimal. Sedangkan menurut fiqh siyasah Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 
2013 Tentang Penertiban Ternak tergolong kedalam siyasah 



 

viii 

tanfidziyah dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip 
siyasah tanfidziyah, diantaranya: prinsip tanfidz al ahkam, prinsip 
maslahah „ammah, prinsip „adalah, dan masih terdapat kelemahan 
dalam aspek eksekusi hukum seperti lemahnya penegakkan sanksi, 
kurang maksimalnya edukasi dan sosialisasi tentang Perda ini, 
serta lemahnya koordinasi eksekutif. 

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Penertiban Ternak, Fiqh Siyasah. 
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ABSTRACK 

Implementation of Bengkulu Tengah Regency Regional Regulation 
Number 7 Year 2013 Concerning Livestock Control in the Perspective of 
Fiqh Siyasah (Study of Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah 

Regency) 

By: Nofri Yoga Syaputra, 
NIM: 2011150077. 

The problems in this research are (1) How is the implementation of 
Bengkulu Tengah Regency Regional Regulation Number 7 Year 2013 
Concerning Livestock Control at Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu 
Tengah Regency?, (2) How is the review of Fiqh Siyasah in the 
implementation of Bengkulu Tengah Regency Regional Regulation 
Number 7 Year 2013 Concerning Livestock Control?. The objectives of 
this research are (1) to describe the implementation of Bengkulu Tengah 
Regency Regional Regulation Number 7 Year 2013 Concerning Livestock 
Control at Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah Regency, (2) to 
describe the review of Fiqh Siyasah in the implementation of Bengkulu 
Tengah Regency Regional Regulation Number 7 Year 2013 Concerning 
Livestock Control.This research uses qualitative research methods, while 
primary data sources were obtained from direct interviews with 2 
respondents from Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah Regency, 
Government of Pulau Panggung Village, and 6 respondents who are 
livestock owners. Secondary data sources were obtained from existing 
sources such as books, theses, journals, and other data related to the 
research title.The results of the research reveal that the implementation of 
Bengkulu Tengah Regency Regional Regulation Number 7 Year 2013 
Concerning Livestock Control at Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu 
Tengah Regency has not been implemented properly, it has only been 
implemented up to socialization and receiving complaints from the public, 
where this socialization has not been running maximally. According to 
Fiqh Siyasah, the implementation of Bengkulu Tengah Regency Regional 
Regulation Number 7 Year 2013 Concerning Livestock Control is 
classified as siyasah tanfidziyah and has not fully reflected the principles 
of siyasah tanfidziyah, including the principle of tanfidz al-ahkam, the 
principle of maslahah 'ammah, the principle of 'adalah, and there are still 
weaknesses in the aspect of law enforcement such as weak enforcement of 
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sanctions, lack of maximal education and socialization about this Regional 
Regulation, and weak executive coordination. 

 
Keywords: Regional Regulation, Livestock Control, Fiqh Siyasah." 
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